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KEPUTUSAN KEFALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG
NOMOR : 900 / 19 / 2023.

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BATANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BATANG

Menimbang . a. Bahwa dalun rangka pelaksanaan kegiatan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintn
Kabupaten Batang yang dibiayai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun

Anggaran 2023 perlu penunjukan Pejabatl Pelaksana Teknis
Kegiatan ( PPTK );

b.  DBahwa dalam rangka memperlancar kegiatan tersebut pada
huruf a di atas, maka perlu menunjuk personil yang
dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut,

¢. DBahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a
dan b perlu menctapkan  Keputusan Kepala  Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Batang.

Mengingat 2 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah  Daerah  Kabupaten. dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Teagaly (Berita Negara tanggal
R Agristin 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat IT Batang Dengan Mengubah
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-Dacrah Kabupaten dalam
lingkungan DProvinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Tndonesia Tahun 1966 Nomor 52. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757):

2. Undang-lindang Nomar 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 75 Tahun 1000, Tuambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851),



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistemn keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus
Discase 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87):

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor: 4355) diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat Il Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Batang (Lembaran Negara
RI Tahun 1988 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017
tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (
Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor
9);

11, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2018 Nomor 3);

12. Peraturan Bupati Batang Nomor 109 Tahun 2021 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Batang ( Berita Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2021 Nomor 109);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 4 );

14. Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2022 tentang
penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 Nomor 91);

15. DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2023.

Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut pada lajur lampiran
Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas
sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Batang.

Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana

dimaksud diktum PERTAMA adalah:

1. Merencanakan Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2. Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang
direncanakan.

3. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.

4. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan.

5. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengcluaran
Pelaksanaan Kegiatan.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Batang selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Datang Tahun Anggaran 2023.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 12 Januari 2023

AN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

?DKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
= KABUPATEN BATANG

- Pemblna Utama Muda
NIP. 19701017 199003 1 002

TEMBUSAN Kepada Yth.:

nalli L F -

Pj. Bupati Batang.

Bpk. Asisten II Kabupaten Batang.
Penghimpun Surat Keputusan,
Yang bersangkutan.
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